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REPUBLIK INDONESIA

No.1473, 2020 KEMENKEU. DAK Nonfisik.

Perubahan.

Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 197 /PMK.07/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

48/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa ketentuan mengenai pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (9) dan ayat
(11) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021, telah ditetapkan alokasi Dana Alokasi
Khusus Nonfisik untuk Dana Pelayanan Perlindungan
Perempuan dan Anak, Dana Fasilitasi Penanaman Modal,
dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta
ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Alokasi Khusus

Nonfisik diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
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Mengingat

bahwa untuk mengatur lebih lanjut Dana Pelayanan
Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Fasilitasi
Penanaman Modal, dan Dana Ketahanan Pangan dan
Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan
untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas
pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6570)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan



Menetapkan
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Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahaan Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 155);

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
48 /PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
48 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 101) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 22 dan angka 23 Pasal 1 disisipkan 3
(tiga) angka, yakni angka 22a, angka 22b, dan angka
22c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya
disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara
yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam
rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah
diserahkan kepada Daerah dan Desa.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah
adalah  kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai  batas-batas  wilayah  berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan  masyarakat setempat  menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja
Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan
desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan,

Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan



10.

11.
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Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang
terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer
Khusus.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya
disebut DAK Nonfisik adalah dana yang
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang
merupakan urusan daerah.

Dana Bantuan  Operasional Sekolah yang
selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang
digunakan terutama untuk mendanai belanja
nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan
menengah sebagai pelaksana program wajib belajar
dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa
kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dana BOS Reguler adalah dana BOS yang
dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja
operasional seluruh peserta didik pada satuan
pendidikan dasar dan menengah.

Dana BOS Afirmasi adalah dana BOS Afirmasi yang
dialokasikan untuk mendukung operasional rutin
bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang
berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dana BOS Kinerja adalah dana BOS Kinerja yang
dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan
menengah yang dinilai berkinerja baik dalam
menyelenggarakan layanan pendidikan.

Dana Bantuan  Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut

Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan



